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BAB IV 

PEMBINAAN ROHANI ISLAM DI POLRES METRO BEKASI 

      

A.  Dasar dan Program Pembinaan Rohani Islam 

Dalam UU kepolisian No 2 Tahun 2002 juga dimuat ketentuan mengenai 

pembinaan profesi Polri. Pembinaan profesi polri tersebut dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) polri dan meningkatkan 

profesionalisme. Dalam pasal 31 UU No. 2 tahun 2002 disebutkan, bahwa: 

pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.1 Pencantuman mengenai 

pembinaan Profesi menunjukan bahwa pembinaan profesionalisme polri mendapat 

perhatian dari pembentuk undang-undang sesuai aspirasi masyarakat yang 

senantiasa menginginkan peningkatan kualitas polri dalam melaksanakan tugas 

pokoknya. Kemampuan profesi, harus dimiliki oleh pejabat polri agar dalam 

melaksanakan tugas pokok dapat berhasil dengan baik dan sesuai etika profesi. 

Pekerjaan kepolisian telah diakui dan telah memenuhi syarat sebagai suatu 

profesi dengan lingkup tugas pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum, 

penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada 

masyarakat.    

Adapun selain pembinaan profesi, kepolisian juga memiliki pembinaan 

etika atau mental, karena keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara 

Kamtibmas, dalam menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi serta 

melayani masyarakat selain ditentukan oleh kualitas pemberdayaan pembinaan 

                                                 
1 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri, (Surabaya: 

Laksbang Mediatama, 2007), cet. Ke-1, h. 111 
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profesi Polri, kualitas pengetahuan dan keterampilan, juga ditentukan oleh prilaku 

terpuji setiap anggota Polri di tengah masyarakat.  

Di Polres Metro Bekasi, pelaksaan pembinaan rohani Islam merupakan 

kegiatan bagi seluruh anggota Polri dan keluarga besar Polri yang berada di 

jajaran Polres Metro Bekasi. Pelaksanaan pembinaan rohani Islam di Polres Metro 

Bekasi berdasarkan Surat Perintah Kapolda Metro Jaya No. Pol: 

Sprin/506/III/2010 Tanggal 25 Maret 2010 tentang Pembinaan Rohani dan Mental 

di jajaran Polda Metro Jaya, serta surat perintah Kapolres Metro Bekasi No. Pol: 

Sprin/412/IV/2010 Tanggal 06 April 2010 tentang Pembinaan Rohani dan Mental 

di jajaran Polres Metro Bekasi.2 

Kegiatan pembinaan rohani Islam di Polres Metro Bekasi merupakan 

kegiatan  yang membawahi Polsek-polsek yang berada dalam wilayah Bekasi, 

Polres Metro Bekasi membimbing atau memberikan pembinaan kepada Polsek-

polsek setiap satu bulan sekali.3  

B.  Perlunya Pembinaan Rohani Keagamaan Bagi Polisi  

Pembinaan rohani keagamaan bagi para polisi dengan cara menanamkan serta 

memupuk jiwa keagamaan. Bagi para polisi yang masih kurang dengan jiwa 

keagamaan, maka upaya memberikan pengaruh dan mengisi dengan konsep-

konsep ajaran agama merupakan garapan dari pembinaan. Demikian pula bagi 

mereka yang telah terisi dengan ajaran-ajaran agama, maka penanaman rasa 

konsekuen dan antusiasi terhadap penerapan ajaran agama di segala segi 

kehidupan mereka. 

                                                 
2 Polres Metro Bekasi, Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rohani dan 

Mental, Bekasi, April 2010, h. 1-2  
3 Wawancara  dengan Aiptu. H.R Amiruddin AS. SH. S.Ag (Kasubag. Rohtal),  Rabu, 8 

Desember 2010, jam 09.30 di Masjid  Nurul Haq, Polres Metro Bekasi 
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Lebih luas lagi, dalam era tinggal landas di zaman teknologi maju ini segala 

kreatifitas perlu di arahkan sekaligus perlu difilter dengan agama. Sebab 

kehidupan yang sangat sensitif bagi para polisi akan lebih mudah tergiur dengan 

pengaruh zaman yang membawa kepada stagnasi iman. 

Dengan demikian pembinaan rohani keagamaan disini bukanlah berarti 

mengkerdilkan potensi dan kreatifitas polisi, melalaikan memupuk dan 

mengembangkan potensi  itu dengan diwarnai konsep-konsep keagamaan dalam 

hal ini metode yang sebijak sana mungkin perlu diterapkan. 

C.   Kurikulum Pembinaan Rohani Islam Polres Metro Bekasi 

Dalam meningkatkan kesadaran beragama dan meningkatkan etika atau 

akhlak anggota kepolisian, maka yang menjalankan tugas tersebut di dalam 

internal kepolisian adalah divisi bintal (Bimbingan Rohani Mental). Untuk 

mewujudkan hal tersebut, maka pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengajian, 

peringatan hari-hari besar Islam, serta pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan 

kepada anggota polisi terus ditingkatkan. Tentunya hal ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman dan pengetahuan keagamaan seorang polisi untuk 

berhubungan dengan orang sekitarnya sesuai dengan ajaran Islam. Apabila 

seorang polisi mengetahui tugas yang diembannya sebagai pelindung dan pelayan 

masyarakat, seyogyanya ia harus mempunyai akhlak, tingkah laku, perbuatan, 

sikap dan etika yang dapat disenangi oleh orang yang berada di sekitarnya.4 

Untuk menjalankan tugas pokok kepolisian, seperti memelihara keamanan 

negara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat yang baik, diperlukan 

                                                 
4 Wawancara  dengan Aiptu. H.R Amiruddin AS. SH. S.Ag (Kasubag. Rohtal),  Rabu, 8 

Desember 2010, jam 09.30 di Masjid  Nurul Haq, Polres Metro Bekasi 
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adanya pengaturan, pelatihan dan pembinaan internal di dalam kepolisian itu 

sendiri.5 Hal tersebut dikarenakan tugas polisi yang paling pokok adalah membina 

masyarakat, sehingga polisi pun juga memerlukan pembinaan agar dapat 

meningkatkan pastisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 

masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan. Dalam hal ini, pembinaan 

mental yang dilakukan di kepolisian diselenggarakan melalui pembinaan etika dan 

pengembangan pengetahuan agama serta pelaksanaan kegiatan keagamaannya di 

bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara 

berjenjang dan berlanjut. 

Untuk melihat keberhasilan pembinaan rohani Islam yang dilakukan di 

Polres Metro, Bekasi, hal tersebut dapat dilihat pelaksanaan pembinaan rohani 

Islam dilaksanakan pada Polres Metro Bekasi dan jajarannya. 

Tabel 1 
Jadwal kegiatan pembinaan rohani Islam Polres Metro Bekasi6 

No Kegiatan Tempat Keterangan 

1 Shalat Jum’at bersama Masjid Nurul 

Haq Polres 

Metro Bekasi  

Pelaksanaan bergiliran masing-

masing Satfung dan Posek, 

dilaksanakan pada hari jum`at 

tiap minggunya  

2 Sholat Dzuhur 

dilanjutkan dengan 

kultum Dzuhur  

Masjid Nurul 

Haq Polres 

Metro Bekasi  

Dihadiri anggota polri, PNS, 

Bayangkari dan warga 

masyarakat 

                                                 
5  Undang-Undang Republik Indonesia, No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Bab III : Tugas dan Wewenang Kepolisian, Pasal 13) 
6 Polres Metro Bekasi, Laporan  Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental, Bekasi, 17 

Mei 2010, h. 4  
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3 Sholat Dhuha 

dilanjutkan dengan 

kultum Dhuha  

Masjid Nurul 

Haq Polres 

Metro Bekasi 

Dihadiri oleh Kapolres Metro 

Bekasi, Kabag, Kasat, anggota 

Polri, PNS, Bayangkari, 

dilaksanakan pada setiap hari 

senin setelah pelaksanaan apel 

pagi 

4 Pengajian rutin setiap 

malam Jum`at dan 

tausiah agama  

Masjid Nurul 

Haq Polres 

Metro Bekasi 

Dihadiri oleh Kapolres Metro 

Bekasi, anggota polres dan warga 

asrama  

 

Kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan rohani Islam yang 

ada di Polres Metro Bekasi sudah dijelaskan pada tabel diatas. Kegiatan tersebut 

rutin dilakukan. Selain kegiatan yang ada diatas, kegiatan dalam melaksanakan 

hari-hari besar Islam seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun baru Hijriyah, 

serta melakukan kegiatan shalat taraweh berjama’ah, selain melaksanakan hari-

hari besar Islam Polres Metro Bekasi khususnya bidang Rohani mental 

melaksanakan pengajian berupa bedah tafsir dan hadits yang dilakukan setiap 

minggu sekali. Sehingga dari kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anggota, serta menjadikan anggota Polres 

Metro Bekasi bermental akhlakul karimah. Pembinaan rohani Islam bertujuan 

mempertebal keimanan dan ketaatan anggota dalam melaksanakan ibadah. 

kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Rohani mental terlihat bahwa semakin 

bertambahnya jumlah anggota polres dalam melaksanakan kegiatan ibadah. 

Dalam kegiatan pembinaan rohani Islam materi yang disampaikan disesuaikan 
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dengan keadaan anggota Polres yang setiap bulannya berganti tema yang sesuai 

dengan momen atau kegiatan yang ada di lembaga kepolisian khususnya Polres 

Metro Bekasi.7 

Agar pembinaan rohani Islam dapat berjalan dengan baik, maka harus 

digunakan pola pendidikan tertentu, karena pola atau metode pembinaan rohani 

Islam dimaksudkan adalah pemikiran tentang proses, perhatian, pertimbangan, 

serta tindakan dalam latar pembinaan. Suatu metode mencakup teori, atau cara 

pandang tentang bagaimana seseorang berkembang secara moral dan serangkaian 

strategi, atau prinsip, untuk membantu perkembangan moral. Dengan demikian 

suatu metode dapat membantu dalam memahami dan melaksanakan pembinaan 

rohani Islam. 

Dalam pembinaan rohani Islam Polres Metro Bekasi, pembinaan yang 

diberikan kepada seluruh anggota Polres baik para aparat polisi, pegawai, dan 

lainnya dengan menggunakan metode ceramah dimana metode yang selalu 

digunakan pada setiap kali pembinaan dilaksanakan. Metode ceramah tersebut 

yaitu penyampaian materi kepada seluruh peserta atau jama’ah yang mengikuti 

dengan komunikasi satu arah.8  

Selanjutnya selain menggunakan metode ceramah pembinaan rohani Islam 

di Polres Metro Bekasi juga menggunakan metode tanya jawab setelah 

penyampaian materi telah selesai dipaparkan, yaitu para peserta menanyakan 

tentang perihal yang terkait dengan materi yang telah disampaikan, sehingga 

                                                 
7 Wawancara  dengan Aiptu. H.R Amiruddin AS. SH. S.Ag (Kasubag. Rohtal),  Rabu, 8 

Desember 2010, jam 09.30 di Masjid  Nurul Haq, Polres Metro Bekasi 
 
8Wawacara dengan Ibu Vina (Staf  Rohtal), Selasa 14 Desember 2010, Jam 10.30 Wib, di 

Polres Metro Bekasi  
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dengan menggunakan metode tanya jawab suasana pembinaan semakin hidup 

sehingga pemahaman materi yang telah disampaikan lebih dapat dirasakan.9 

Materi pembinaan rohani Islam menyangkut nilai-nilai moral, disamping 

materi pembinaan rohani Islam juga menyangkut rasionalitas moral. Dengan 

demikian materi pembinaan rohani Islam meliputi nilai-nilai moral dan 

rasionalitas moral. 

Oleh karena itu pembinaan rohani Islam harus dilaksanakan secara 

totalitas sebagi pribadi manusia seutuhnya yang meliputi cipta, rasa, karsa, karya 

dan budi naruni manusia, atau mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

Akan tetapi dalam pembinaan rohani Islam lebih menekankan pada aspek afektif 

dan psikomotorik. 

Pada kegiatan pembinaan rohani Islam Polres Metro Bekasi, 

menitikberatkan pada penyampaian materi akhlak, karena akhlak sangat penting 

bagi para aparat polisi yang berada dijajaran Polres Metro Bekasi, karena itulah 

aparat Polres Metro Bekasi harus memiliki akhlak yang karimah sebagai 

pengayom masyarakat.10  

Dalam kegiatan pembinaan rohani Islam di Polres Metro Bekasi, bahwa 

seluruh kegiatan yang berkenaan dengan etika atau akhlak dan rohani ditangani 

atau berpusat pada Subagrohtal (bagian rohani dan mental).11 Termasuk dalam 

pembinaan rohani Islam di Reskrim Polres Metro Bekasi, dan satuan di dalam 

lingkungan Polres Metro Bekasi, yaitu pembinaan jasmani dan rohani melalui 

                                                 
9 Wawancara  dengan Aiptu. H.R Amiruddin AS. SH. S.Ag (Kasubag. Rohtal),  Rabu, 8 

Desember 2010, jam 09.30 di Masjid  Nurul Haq, Polres Metro Bekasi 
10 Wawacara dengan Ibu Vina (Staf  Rohtal), Selasa 14 Desember 2010, Jam 10.30 Wib, 

di Polres Metro Bekasi 
11Wawancara  dengan Didit Kukuh. R (Staf Rohtal),  Kamis, 9 Desember 2010, jam 09.30 

di Polres Metro Bekasi 
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kegiatan  olah raga maupun pembinaan rohani Islam keagamaan kepada seluruh 

anggota Sat Reskrim.12 

 Untuk mempertinggi moral anggota Reskrim dilakukan melalui kegiatan 

– kegiatan yang telah diutarakan oleh kabag. Rohtal Polres Metro Bekasi yaitu 

kegiatan ceramah – ceramah agama, melaksanakan kegiatan – kegiatan peringatan 

hari – hari besar keagamaan seperti Isra’ Mi’raj dll. 

D.  Tujuan Pembinaan Rohani Islam Polres Metro Bekasi 

Program prioritas pemerintah kabinet Indonesia Bersatu jilid II khususnya 

reformasi birokrasi dan tata kelola, memberikan peluang bagi Polri untuk 

melanjutkan reformasi birokrasi Polri mencakup aspek struktural, instrumental, 

dan kultural khususnya aspek pengembangan etika atau akhlak yang banyak 

menjadi sorotan masyarakat. Pada era reformasi, menggugah semangat 

pembaharuan, semangat perbaikan, penataan dan pembenahan secara sadar untuk 

menyoroti berbagai ketimpangan, penyimpangan dan berbagai hal yang tidak 

proporsional di institusi kepolisian. 

Dalam rangka mendukung proses pelaksanaan pembinaan rohani Islam, 

maka perlu adanya pemahaman tentang karakteristik polisi. Sistem 

desentralisasi/otonomi daerah sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat, sejalan dan saling menunjang dengan organisasi Polri yang ada pada 

semua tingkatan pemerintahan. Semakin aktif partisipasi dan peran serta 

masyarakat dalam mendukung tugas operasional Polres untuk menciptakan 

keamanan dalam negeri melalui strategi Perpolisian masarakat termasuk 

kesediaan memecahkan masalah dan mengungkap perkara. Berdasarkan hukum 

                                                 
12 Wawancara dengan salah satu anggota Reskrim, Jum’at 10 Desember 2010, Jam 09.00 

Wib, di Polres Metro Bekasi  
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yang memberikan kekuasaan yang luas kepada polisi untuk bertindak sehingga 

polisi memiliki wewenang untuk mengekang masyarakat apabila ada dugaan kuat 

telah terjadi tindak pidana. Menurut UU kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dalam 

pasal 18 dijelaskan bahwa polisi diberi wewenang dalam keadaan tertentu untuk 

melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri atau biasa dikenal dengan 

kekuasaan diskresi fungsional yang menempatkan pribadi-pribadi polisi sebagai 

faktor sentral dalam penegakan hukum. Secara lebih rinci pasal 18 UU no. 2 

Tahum 2002 menyatakan bahwa : 

1. Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara RI dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri. 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 

dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memerhatikan 

peraturan perundang-undangan, serta kode etik polisi. 

Berdasarkan ketentuan di atas, sangat jelas bahwa peran polisi dalam 

mewujudkan hukum agar menjadi hidup sangat nyata dengan adanya 

kekuasaan diskresi-fungsional. Dengan demikian bagi anggota polisi integritas 

mental sangat dibutuhkan agar tidak ternodai akibat pengaruh oleh godaan 

yang didasari kepentingan pribadi. Penyimpangan yang dilakukan oleh oknum 

polisi dengan menggunakan selimut hukum berdasarkan diskresi-fungsional 

membutuhkan adanya pengawasan, pengamanan dan penindakan atas profesi 

agar tidak terjadi penyimpangan, dan setiap penyimpangan harus ditindak 

secara tegas. Dalam rangka penertiban polisi, maka pembinaan kerohanian di 



59 
 

dalam internal kepolisian sangat diperlukan. Atas dasar itu pimpinan Kapolres 

Metro Bekasi menetapkan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Upaya memperluas penataran pembinaan rohani Islam ke seluruh 

jajaran anggota polisi dengan harapan dapat menciptakan motivasi 

untuk berperilaku sebagai polisi yang profesional, bertanggung jawab, 

bersih dan berwibawa serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran 

dan keadilan. Di Polres Metro Bekasi kegiatan keagamaan atau 

pembinaan rohani Islam dilakukan pada saat apel kesatuan pada tiap 

hari senin, sehingga pembinaan rohani Islam berjalan dengan kondusif 

dan terkendali.13 Dalam apel kesatuan hari senin tanggal 22 November 

dan tanggal 6 Desember 2010, Kapolres menyampaikan pidatonya 

mengatakan bahwa seluruh jajaran yang berada di Polres Metro Bekasi 

untuk menghadapi akhir tahun dan pengamanan melalui operasi lilin 

(hari raya natal) dihimbau dan diharapkan untuk mempersiapkan 

segala sesuatunya termasuk etika ataupun akhlak dalam menghadapi 

persoalan-persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. 

2. Penataran pembinaan rohani Islam harus melekat kepada anggota 

polisi dengan tujuan terciptanya jajaran kepolisian yang memiliki 

kecerdasan emosional. Dalam kegiatan pembinaan rohani Islam yang 

ada di Polres Metro Bekasi, kegiatan yang berpusat di masjid Nurul 

Haq semakin antusias bagi aparat Polres untuk melakukan kegiatan 

                                                 
13 Wawancara  dengan Aiptu. H.R Amiruddin AS. SH. S.Ag (Kasubag. Rohtal),  Rabu, 8 

Desember 2010, jam 09.30 di Masjid  Nurul Haq, Polres Metro Bekasi 
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keagamaan seperti shalat dhuha, shalat berjama’ah, dan kegiatan 

lainnya.14 

Dari kebijakan yang dilakukan  oleh Kapolres di atas, tentunya kebijakan 

pembinaan rohani Islam di atas dilakukan sebagai upaya penegak hukum setiap 

anggota polisi dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki mental yang baik. 

Selanjutnya pembinaan rohani Islam polisi diselenggarakan melalui peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman di bidang keagamaan melalui 

pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berlanjut (Pasal 32 UU Nomor 2 

Tahun 2002). Dalam menunjang pembinaan rohani Islam polisi, maka perlu 

dilakukan pengkajian, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan 

keagamaan di tingkat internal Polres. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sikap 

dan perilaku pejabat Polres, anggota polisi, dan anggota keluarga Bayangkari 

untuk terikat pada kode etik pembinaan rohani Islam. Kode etik tersebut menjadi 

pedoman bagi pengemban fungsi kepolisiam lainnya dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. 

Selanjutnya mengenai kode etik pembinaan rohani Islam tersebut lebih lanjut 

diatur oleh keputusan kapolres. 

Yang antara lain bertujuan untuk mengukur keberhasilan Pembinaan 

rohani Islam tersebut dengan ciri-ciri yang hampir sama dengan pengukuran 

kepribadian seorang anggota polisi. Yang mempunyai watak: 

1. Jujur, taat terhadap kewajiban dan senantiasa menghormati hak-hak 

orang lain 

                                                 
14 Wawancara  dengan  Aiptu. H.R Amiruddin AS. SH. S.Ag (Kasubag. Rohtal),  Rabu, 8 

Desember 2010, jam 09.30 di Masjid  Nurul Haq, Polres Metro Bekasi 
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2. Tekad di dalam jiwanya, setiap amal perbuatan dilandasi oleh niat 

untuk beribadah dan merupakan pengabdian dirinya kepada dan bagi 

kepentingan orang lain sebagai berikut adanya kepedulian terhadap 

lingkungan sekitarnya 

3. Memiliki sifat, watak dan akhlak serta kepribadian yang baik dengan 

berlandasan pada takwa dan beriman Kepada Tuhan Yang Maha 

Esa.  

4. Amal perbuatannya senantiasa diawali dengan niat dan itikat baik 

dan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan cara yang baik dan 

benar. 

5. Tidak akan pernah berniat jelek terhadap tugas yang dipercayakan 

kepadanya oleh masyarakat dan negara maupun bangsa berdasarkan 

hukum yang berlaku. 

6. Memiliki kebanggaan pada profesinya dengan mendahulukan 

kepentingan umum dari pada kepentingan pribadinya.   

E.  Tantangan dan Hambatan Pembinaan Rohani Islam 

Menurut penjelasan Ka.Bid Rohani dan Mental Polres Metro Bekasi, 

mengungkapkan bahwa untuk mencermati budaya kepolisian maka tentunya tidak 

terlepas atau terpisah dari budaya bangsa Indonesia yang sudah membudaya di 

masyarakat. Hal ini tentunya beralasan bahwa polisi adalah mitra masyarakat, dan 

polisi pun berasal dari masyarakat dan ia juga termasuk bagian dari masyarakat. 

Mengingat bahwa dalam suatu masyarakat, konsepsi perilaku dan kebiasaan atau 

terkait oleh tradisi suatu masyarakat. Dengan demikian, setiap masyarakat 
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mengembangkan budaya polisinya sendiri yang khas dan unik di samping unsur-

unsur budaya polisi yang harus bersifat universal. 

Budaya polisi atau perilaku polisi merupakan perikelakuan seseorang yang 

ada dalam diri seseorang dan selanjutnya dibentuk sesuai dengan kultur atau 

budaya organisasi polisi yang diinginkan. Mewujudkan kultur polisi sebagai 

pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat berdasarkan pedoman hidup polisi 

yaitu Tribrata dan pedoman kerja yaitu catur Prasetya hanya dapat dilakukan 

dengan perubahan peri kelakuan manusia/ individu dan organisasinya. Mengubah 

perilaku anggota polisi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan 

rohani Islam disamping reward dan punishment kepada anggota. Namun yang 

lebih penting lagi adalah contoh keteladanan pemimpin sebagai komandan dengan 

sikap dan tutur kata serta memiliki komitmen moral untuk jujur dan bertindak. 

Namun dalam praktek di lapangan, peneliti mengamati adanya prilaku 

aparat polisi yang menyimpang berupa adanya ajakan dari oknum Polantas untuk 

damai ditempat (tidak usah ikut sidang dipengadilan hanya bayar ditempat maka 

selesailah masalah) ketika sedang ada razia kendaraan bermotor di jalan 

khususnya diwilayah Bekasi.15  

Selanjutnya yang menjadi ancaman bagi mental polisi adalah 

kecenderungan meningkatnya 4 (empat) jenis kejahatan, baik secara kualitas 

maupun kuantitas, akan membawa konsekuensi untuk melakukan antisipasi sedini 

mungkin yang menyebabkan pada berimbasnya perilaku yang dimiliki oleh polisi, 

kejahatan dimaksud yaitu: 

                                                 
15 Hasil Pengamatan di Lapangan yaitu di wilayah Bekasi, Tanggal  4-13 November 2010 
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1. Kejahatan konvesional, antara lain penggelapan, penipuan, pemerasan, 

penganiayan, penculikan, penyanderaan, pembunuhan, pembakaran, 

pengrusakan, pencurian, penyerobotan tanah dan pencemaran lingkungan.  

2. Kejahatan transnasional, meliputi terorisme, penyalahgunaan narkotika, 

psychotropika dan zat adiktif (Napza), kejahatan komputer (cyber crime), 

uang palsu. 

3. Kejahatan terhadap kekayaan negara, meliputi korupsi ilegal loging, 

pencurian ikan, penyelundupan, penambangan liar dan perdagangan illegal 

lainnya.  

4. Kejahatan yang berimplikasi kontijensi, meliputi kerusuhan masal 

penjarahan masal konflik kelompok yang melibatkan SARA 

Dari empat jenis kejahatan tersebut itulah yang menjadi hambatan bagi 

kinerja kepolisian di Polres Metro Bekasi. Selanjutnya timbulah berbagai kritik 

yang dilontarkan masyarakat tentang kinerja polisi. Hal ini dapat dilihat dari fakta 

di lapangan yang sering terjadi, dan terangkum di dalam 2 buku tebal yang 

berjudul ”Merenungi Kritik Terhadap Polisi” sebagai berikut : 

a. Pandangan masyarakat atas kinerja Polri. Intinya adalah dalam 

kurung waktu 50 tahun, Polri belum dapat menunjukan kinerja yang 

memenuhi tuntutan masyarakatnya. Dengan kata lain masyarakat 

belum merasa terlindungi dan belum terayomi, walaupun  mereka juga 

tau bahwa Polri telah berkerja keras.  

b. Tantangan Polri. Dapat disimpulkan ada pemahaman dikalangan 

masyarakat bahwa kerja Polri di masa datang pasti lebih berat,  

karenanya usaha-usaha untuk lebih memberdayakan Polri, harus 
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dimulai dan lebih banyak dilakukan. Seharusnya pandangan 

masyarakat yang sangat positif ini mampu ditangkap aspirasinya untuk 

kemudian dijadikan dasar upaya melahirkan kinerja yang lebih 

memenuhi tuntutan mereka.  

c. Profesionalisme dan modernisasi Polri. Masyarakat menilai dengan 

adanya kegagalan-kegagalan Polri, maka Polri harus dapat 

meningkatkan profesionalisme dan perlu melakukan modernisasi. 

Tidak terbendungnya prilaku Polri, mengharuskan Polri lebih mawas 

diri dan perlu melakukan upaya-upaya perbaikan.  

d. Pemberdayaan Polri. Masyarakat menuntut pelayanan Polri yang lebih 

baik. Mereka menuntut Polri bersikap lebih santun, akuntabilitas yang 

lebih baik, kegiatan preventif yang lebih intensif, penindakan terhadap 

pelanggaran, polisi yang lebih tegas dan sebagainya. Artinya, 

masyarakat melihat akses yang terjadi di lingkungan Polri semakin 

tajam, namun terkesan Polrinya sendiri tidak cukup menyadari bahwa 

banyak kelemahan ditubuhnya.16 

Dari beberapa permasalahan – permasalahan yang dialami polisi akhir tahun 

ini, tentunya akan berimbas kepada proses pembinaan rohani Islam yang 

dilakukan di internal kepolisian. Walaupun tujuan pembinaan rohani Islam adalah 

untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan pelatihan kepada anggota polisi 

secara intensif, yaitu dengan menyediakan jadwal kegiatan-kegiatan keagamaan 

yang telah ditetapkan, namun tetap saja ada anggota polisi yang enggan untuk 

menghadiri kegiatan tersebut. Minimnya hari dan waktu yang telah disediakan (1 

                                                 
16 Kunarto, Etika Kepolisian, (Jakarta: PT  Cipta Manunggal, 1996), h. 200  
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bulan sekali), maka mengakibatkan banyak anggota polisi yang tidak sepenuhnya 

mendapatkan pengarahan dan penambahan ilmu pengetahuan secara mendalam.17 

Dari anggota polisi yang aktif dalam mengikuti pembinaan rohani Islam saja 

belum sepenuhnya menjadikannya seorang polisi yang bersikap baik, apalagi bagi 

anggota polisi yang tidak aktif mengikuti pembinaan rohani Islam tersebut. 

Selanjutnya kelemahan yang menjadi kendala dalam pembinaan rohani Islam 

adalah masih belum berimbang kebutuhan biaya operasional dan sarana 

penunjang lainnya, untuk itu masih memungkinkan dimanfaatkan oleh anggota 

untuk berpeluang negatif. Kekurangan alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan agama tersebut mengakibatkan para pengurus Pembina rohtal mencari 

dana dari para donatur internal. Hal ini tentunya menghambat berjalannya waktu 

pelaksanaan. Dan akibat dari belum optimalnya partisipasi dan peran serta 

anggota Polres dalam upaya peningkatan kebutuhan pendalaman agama, sehingga 

program pembinaan rohani Islam terkesan hal yang boleh diikuti dan juga boleh 

ditinggalkan. 

Tentunya masih banyak lagi terdapat kelemahan dalam hal perlaksanaan 

kegiatan agama khususnya pendukung operasional, termasuk anggaran biaya dan 

pemeliharaan peralatan utama, sehingga berdampak terhadap kesiapan dan 

kecepatan bertindak. Masih terbatasnya jumlah personil yang memilki kualitas 

dan kompetensi/kemampuan memiliki pemahaman agama, seperti pengarahan 

kepada anggota polisi lainnya, pengajian bersama, dan pendalaman materi masih 

sulit untuk dicari.     

                                                 
17 Wawancara  dengan Aiptu. H.R Amiruddin AS. SH. S.Ag (Kasubag. Rohtal),  Rabu, 8 

Desember 2010, jam 09.30 di Masjid  Nurul Haq, Polres Metro Bekasi 
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F.  Upaya dalam Menghadapi Hambatan Pembinaan Rohani Islam 

Tugas atau pekerjaan yang dilakukan polisi tentulah harus sesuai dengan 

kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, 

yaitu sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. 

Rumusan tugas ini tentulah diberlakukan juga di Polres Metro Bekasi. Hal ini 

dikarenakan apabila terjadi kejanggalan dalam kinerja yang dilakukan oleh 

anggota polisi, maka dengan adanya pembinaan rohani Islam yang diterapkan di 

Polres Bekasi dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan jabatan di tingkat 

kepolisian itu sendiri. 

Salah satu contoh penyelewengan yang sering terjadi yaitu adanya 

pertanyaan yang diajukan oleh bawahan yang menanyakan kepada perwira atau 

atasannya berkaitan dengan profesionalisme polisi, maka tak ada alasan bagi sang 

perwira atau atasan bahwa ia harus mampu memberikan jawaban yang tepat dan 

mudah untuk dapat dipahami oleh bawahannya (bukan bertindak sebagi senior 

yang mengabaikan dan menjebak bawahannya). Hal tersebut dikarenakan semua 

anggota personil polisi yang berkedudukan sebagai atasan harus memahami 

persoalan profesionalisme setiap anggota yang berhadapan dengan siapa saja, 

sehingga mengetahui setiap jawaban yang harus diberikan kepada bawahannya.  

Selanjutnya banyak contoh-contoh masih kurangnya akhlak atau etika  

yang dimiliki oleh keprofesionalan polisi yang pada akhirnya meresahkan 

masyarakat sehingga mengungkapkan kekesalannya kepada polisi. Keluhan yang 

sering dilontarkan oleh mereka adalah masalah biaya administrasi yang 

semestinya tidak ditarifkan oleh pemerintah (seperti pembuatan SIM, 

perpanjangan STNK, pembuatan kartu SKCK dan lain sebagainya). Namun pada 
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kenyataannya, dengan mengatasnamakan jabatannya yang dimiliki oleh anggota 

polisi tersebut, maka ia memanfaatkan keluguan masyarakat dengan 

memperlancar urusan yang ingin dikehendakinya.  

Tentunya banyak lagi berbagai kritik dan penilaian masyarakat kepada 

polisi yang harus dijadikan sarana perbaikan pelayanan polisi kepaada 

masyarakat. Penilaian negatif masyarakat tidak harus dijadikan penjatuhan 

sebagai sikap antipati kepada polisi, tetapi justru merupakan bentuk kepedulian 

dan úngkapan perbaikan masyarakat kepada polisi. Semua penilaian negatif dan 

kritik harus dijadikan obat bagi penyembuhan institusi polisi yang dianggap sakit. 

Sedang pujian kepada polisi harus disikapi secara hati-hati karena dapat menjadi 

racun yang mematikan kinerja anggota kepolisian di Polres Metro Bekasi. 

Pelayanan berkualitas yang diberikan instansi kepolisian juga sangat 

ditentukan oleh para pelaksana pelayanan di lapangan dan loket-loket pelayanan 

yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Bahkan juga perlu dibuka 

pelayanan yang jelas dan terukur bagi masyarakat, karena dengan jelas tercantum 

syarat dan biayanya. Oleh karena itu kebijakan yang dilakukan oleh Kapolresta 

Metro Bekasi adalah mengembangkan pembinaan rohani Islam dan moralitas para 

petugas polisi sebagai pelayan masyarakat yang dilakukan pada semua fungsi 

organisasi. Upaya demikian merupakan faktor penentu bagi pelaksanaan tugas  

polisi dengan pertimbangan etika, mental, moral dan profesionalitas.  Hal ini 

sesuai dengan slogan yang selama ini didengungkan polisi, yaitu “Tekadku 

Pelayanan Terbaik” atau dengan menyatakan bahwa polisi itu “Melindungi dan 

Melayani”. 
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Pertolongan itu tentunya harus diberikan secara ikhlas tanpa 

mengharapkan imbalan, baik secara terang-terangan maupun melalui perilaku atau 

kata-kata yang menandakan permintaan imbalan. Dari sifat ini, setiap anggota 

polisi di Polres Metro Bekasi diharuskan untuk menghindarkan diri dari perbuatan 

tercela, karena hal itu merendahkan jati diri dan martabat baik sebagai anggota 

kepolisian maupun kelembagaan. Memelihara pelayanan terbaik adalah 

memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, serta tidak bersikap masa bodoh 

atau bersikap apatis atau mendiamkan adanya laporan masyarakat.  

Selanjutnya berdasarkan pasal 10 (1.c) pada Pasal (2)  Kode Etik Profesi 

Polisi disebutkan bahwa : “Anggota Polri wajib menghindarkan diri dari 

perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya 

serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi pelayanan 

pada masyarakat” yaitu dengan senantiasa memperhatikan hal-hal berikut ini : 

1. Memberikan  keterangan yang benar dan tidak menyesatkan 

2. Tidak melakukan pertemuan di luar pemeriksaan dengan pihak-pihak yang 

terkait dengan perkara. 

3. Bersikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan 

penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait 

dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan 

tentang penyelesaiannya. 

4. Tidak menolak permintaan, pertolongan atau bantuan dari masyarakat 

dengan alasan bukan wilayah hukumnya. 

5. Tidak mencari-cari kesalahan masyarakat. 

6. Tidakn menebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat. 
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7. Tidak mengeluarkan isyarat ataupun ucapan yang bertujuan untuk 

mendapatkan imbalan atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Efektifitas berlakunya suatu norma atau kaidah, termasuk kaidah moral 

atau norma-norma yang berhubungan dengan rohani anggota kepolisian. Yaitu 

dapat terlihat pada  ada tidaknya sanksi yang dapat diterapkan jika terjadi 

pelanggaran. Demikian pula dengan Kode Etik Profesi Polisi mempunyai sanksi 

yang dapat dijatuhkan kepada anggota polisi dan pengemban fungsi kepolisian. 

Dalam pasal 11 (2) Kode Etik Polisi 2006 disebutkan bahwa : 

1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perrbuatan tercela  

2. Kewajiban pelnggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara 

terbuka. 

3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembina ulang profesi. 

4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi fungsi 

kepolisian. 

Dari sanksi tersebut di atas, setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi 

dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Komisi 

Kode Etik Polisi secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 

ayat 1 Kode Etik Polisi. 

 

 

 

 


